BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan, yang
mengamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan
Reformasi dan Birokrasi setiap Instansi Pemerintahan
wajib untuk menyusun Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di lingkungan instansi masing-
masing;

b. bahwa dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan
yang baik, serta untuk mewujudkan pelayana prima di
Dinas Perhubungan perlu dilakukan sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan, dengan

Peraturan Bupati;



Mengingat

—

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri



Menetapkan :

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok
Selatan Tahun 2016 Nomor 15 );

10. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 54
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan,
(Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016
Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Solok Selatan.
Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Solok Selatan.

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan



10.

11.

12.

13.

14.

Kabupaten Solok selatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.

Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Solok Selatan.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Solok
Selatan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.
Standar Operasioanl Prosedur adalah serangkaian
instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai
proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana
dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada

Dinas Perhubungan terdiri dari :

1.

os b

SOP Permintaan Bantuan Petugas Pengamanan Lalulintas

dan Parkir diacara Keramaian

SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

SOP Penyusunan Renja

SOP Penerbitan Izin Prinsip Penyelenggaraan Radio

SOP Penerbitan Persetujuan Alokasi Frekwensi Radio



6. SOP Pengajuan Permintaan Bantuan Petugas Pengamanan
Lalulintas dan Parkir di Acara Keramaian
7. SOP Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Warung di
Internet
8. SOP Pengurusan Kartu Pengawasan Angkutan
9. SOP Pengurusan Surat Keluar
10. SOP Pengurusan Surat Masuk

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Selatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,
Dto.

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Dto.

YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR : 9



